BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SUAMI ISTRI
“KUMPUL KEBO” DI DESA TANJUNGBUMI KECAMATAN
TANJUNGBUMI
A. Praktek pasangan suami istri “Akumpul kebo” di Desa Tanjungbumi Kecamatan
Tanjungbumi Kabupaten Bangakalan
pasangan suami istri “Aumpul kebo” (suami yang sudah di telak yang
sudah lewat masa iddahnya tapi masih tinggal serumah) yang terjadi adalah hal
yang sering terjadi di di masyarakat madura khususnya di desa tanjungbumi.
Praktek pasangan suami istri “Aumpul kebo”di Desa Tanjungbumi Kecamatan
Tanjungbumi pasangan suami istri *“Aumpul kebo” yang dimaksud adalah suatu
kondisi dimana istri yang sudah di telak yang sudah lewat masa iddahnya tapi
masih tinggal serumah. Jadi, sepasang suami istri seolah-olah tidak terjadi
permasalahan yang cukup fatal dan berakibat terhadap masalah hukum Islam.
Pasangan suami istri “kumpul kebo” di tanjungbumi cukup banyak,
kebiasaan tersebut terjadi karena terlalu biasanya bertengkar bahkan dalam
sehari bisa bertengkar dua kali karena alasan sepele dan si suami dengan
mudah mengucapkan kata talak. Permasalahan yang bisa memicu pertengkaran
Misalnya karena ekonomi keluarga, keturunan dan masih banyak yang lain.
1. Reaksi Masyarakat dan Keluarga
Dalam pasangan suami istri “Akumpul kebo” ini pihak keluarga daari
suami maupun istri kebanyakan mengetahui apa yang mereka lakukan

tersebut. Tetapi kenyataan yang terjadi bahwa keluarga tidak memberikan
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komentar apa-apa, mereka terkesan tidak mau ambil pusing dengan hal
tersebut. Keluarga tidak ada yang ikut campur dalam urusan ini, karena
itulah maka tidak pernah terjadi masalah selama ini.
2. Masyarakat
a. Tokoh masyarakat

Pasangan suami istri “Akumpul kebo” (suami istri yang sudah di
talak yang sudah lewat masa iddahnya tapi masih tinggal serumah) ini
meski masyarakat terkesan membiarkan, namun pasangan suami istri
“kumpul kebo” ini banyak jadi perbincangan oleh warga, baik mereka
yang mengetahui karena tindakan-tindakan tersebut di anggap menyalahi
ajaran agama tentang pasangan suami istri “Akumpul kebo”. Tokoh
masyarakat setempat sangat tidak setuju dengan adanya hal seperti itu di
kampungnya. Menurut mereka kalau memang motifnya karena alasan
emosi dalam mengucapkan kata talag kepada istrinya maka tetap di
hukumi terjadi talag karena syarat dan rukun thalaq adalah unsur pokok
yang harus ada dalam thalaq dan terwujudnya thalag tergantung ada dan
lengkapnya unsur-unsur tersebut.

Pasangan suami istri “Aumpul kebo” karena alasan tidak menajadi
thalaq kata suami maka mereka tetap tinggal serumah, maka masyarakat
sepetempat melakukan upaya represif dan preventif juga telah dilakukan
meskipun tidak terlalu tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut, Baik

penyuluhan pada pertemuan- pertemuan warga.
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b. Ulama setempat

Menurut Ulama setempat pasangan suami istri “kumpul kebo”
(istri yang sudah di talaq dan yang sudah melewati masa iddahnya tapi
masih tinggal serumah) yang dilakukan sebagian warga di desa
Tanjungbumi adalah perbuatan “kumpul kebo”/zina dan kemaksiatan yang
harus dihindari. Menurut ulama tersebut telah baanyak larangan di dalam
alquran dan hadis mengenai hal tersebut. Apa yang dilakukan sebagian
warga tersebut kelak akan mendapatkan murka Allah Swit.

Selama ini apa yang terjadi di desa tanjungbumi dukuh ini kurang
mendapat perhatian lebih dari perangkat desa setempat. Perangkat desa
terkesan tidak mau ambil pusing dengan masalah tersebut, sanksi hukuman
pun tidak tegas, sehingga pelaku pasangan suami istri “kumpul kebo” (istri
yang sudah di talak dan yang sudah melewati masa iddahnya tapi masih
tinggal serumah) Seharusnya masyarakat dan perangkat desa saling bahu
membahu mengatasai persoalan ini, mengingat persoalan tersebut
memberikan citra negatif pada desa tersebut. Penerapan sanksi yang tegas
tentunya akan mempersempit gerak para pelaku pasangan suami istri
“kumpul kebo” (istri yang sudah di talaq dan yang sudah melewati masa
iddahnya tapi masih tinggal serumah) tersebut. Perlu kerjasama seluruh
warga masyarakat untuk mewujudkan desa yang bersih dari tindakan-
tindakan kemaksiatan seperti itu. Disinilah peran kontrol sosial dalam

menanggulangi berbagai masalah yang muncul dalam suatu masyarakat.
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B. Menurut Hukum Islam praktek pasangan suami istri “Aumpul kebo” Desa
Tanjungbumi Kecamatan Tanjungbumi Bangakalan
Fenomena kehidupan sehari-hari tidak sama dengan fenomena ilmiah.
Karenanya, kalau ingin mempelajari hukum-hukum sosial (masyarakat) tidak
mingkin dipelari dengan metode yang abstrak, melainkan menggunakan
metode yang tepat dengan pemeriksaan kehidupan sehari-hari dari objek yang
diteliti itu. Banyak gagasan Schutz yang menyinggung penjelasan tentang
kehidupan sehari-hari (common sense). Fenomenologi dalam kehidupan
sehari-hari. Saat ini pasangan suami istri “kumpul kebo” (suami istri yang
sudah di thalagq yang sudah lewat masa iddahnya tapi masih tinggal serumah)
sudah tidak mersa bersalah bahkan tidak mempunyai rasa malu karena mereka
punya anggapan wanita yang di kumpuliitu masih istri syahnya padahal sudah
sering kali kluar uacapan thalag oleh suminya terhadap istrinya. Islam
mensyariatkan bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang dirasa akan menimbulkan kemadharatan ataupun dampak
yang lebih besar dalam berkehidupan suami istri, baik dalam rumah tangga
maupun dalam masyarakat. Perceraian merupakan jalan keluar yang hanya
boleh ditempuh dalam keadaan darurat atau terpaksa.
Hal itu merupakan suatu realitas yang nampak pada saat ini dan
menjadi suatu yang tidak disadari. Padahal Dengan sering mengucapkan kata
talak telah terpenuhi syarat talak, oleh karena itu sesuai denganm ibarat yang

berbunyai:
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Artinya : barang siapa menggantungkan talk kepada suatu keadaan, maka
jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan
bunyi lafadlnya;*

Pernikahan itu merupakan perkara suci. Di antara kesuciannya adalah
agar kesucian tersebut tidak dituangkan ke dalam ma’ saffah (air zina)
sehingga bercampur yang halal dengan haram. Dengan begitu, air kehinaan
bercampur aduk dengan air kemuliaan.?

Mazhab Maliki juga beragumen dengan pendapat lbn Mas’ud ra. yang
menyatakan, “Jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, kemudian
setelah itu dia menikahinya, maka keduanya telah berzina selama-lamanya.” *

Sebab, pernikahan adalah ikatan suci yang membawa konsekuensi:
Pertama, nasab. Orang yang menikahi wanita, kemudian dari wanita itu lahir
anak, maka pernikahan yang sah tersebut menjamin keabsahan
nasabnya. Kedua, perwalian. Anak mempunyai hak perwalian, baik terhadap
harta maupun dirinya. Ketiga, waris. Dengan adanya nasab, status hukum waris
menjadi jelas. Karena itu, syarat istibra’ (bersihnya rahim wanita) setelah
masa ‘iddah, merupakan kunci. Jika tidak, maka status janin yang ada di
dalamnya tidak akan diketahui.*

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina

adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri artinya sudah

! Syaich Syarqowi At-Tahrir (bairut: daar fikr tampatahun ), juz 11,302

2 Al-Qurthubi, Al-Jami’ li Ahkami al-Qur’an, XI11/170; ad-Dardir, Asy-Syarh ash-Shaghir, 11/410
dan 717.

*Yahya ‘Abdurrahman al-Khathib, Ahkam al-Mar’ah al-Hamilah fi as-Syari’ah al-Islamiyyah, Dar
al-Bayariq, Beirut, cet. I, 1999, 80.

* Ibn Qudamah, Al-Mughni “ala Mukhtashar al-Khiraqi, al-Marja’ al-Akbar, t.t., 1X/514.
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bukan istrinya lagi. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam
lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan
tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu
diharamkan karena suatu sebab. Misalnya, menyetubuhi istri yang sedang haid,
nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan itu semuanya dilarang,
tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi
ketentuan-ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai
hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang
diancam dengan hukuman ta‘zir, walaupun perbuatannya itu merupakan
pendahuluan dari zina.

Dasar keharaman zina dalam syari’at Islam adalah firmanAllah dalam
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Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap
isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa
mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang
melampaui batas.”

Jadi melihat kasus di atas pasangan suami istri “kumpul kebo” (suami
istri yang sudah di thalag yang sudah lewat masa iddahnya tapi masih tinggal

serumah) adalah sebuah perbuatan zina karena sudah bukan istrinya lagi kan

% Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia, (Jakarta : PT. Sari Agung,2002),648
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keadaan si suami mentallag istrinya. Suatu perbuatan dapat dikatakan zina
apabila memenuhi 2 unsur, yaitu:
1. Adanya persetubuhan (sexual intercourse) antara dua orang yang berbeda
jenis kelaminnya.
2. Tidak hanya adanya keserupaan itu atau kekeliruan.

Dari unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda jenis
kelaminnya hanya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan
belum dapat dikatakan zina yang dapat dijatuhi hukuman had. Zina
dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi
hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk.
Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah
perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan
merupakan perbuatan yang sangat nista.

Maka dari itu Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap
pelaku zina. Dengan kata lain, Islam menetapkan hukuman berdasarkan dan
setelah menimbang bahwa menghukum pelaku zina dengan hukuman yang
lebih berat itu lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat
disebabkan merajalelanya perzinahan. Hukuman yang dijatuhkan atas diri
pezina memang mencelakakan dirinya, tetapi memberi hukuman itu
mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dan
melindungi keutuhan keluarga.

Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat

dilaksanakan dengan syaarat-syarat sebagai berikut:
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1. Orang yang berzina itu berakal/waras.

2. Orang yang berzina sudah cukup umur (baligh).

3. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas
kemauannya sendiri.

4. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan.

Jadi hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak
kecil, orang gila dan orang yang dipaksa untuk melakukan zina. Hal ini
didasarkan pada hadits Nabi saw, sebagai berikut:

de g aling Cia all de g Ly s s gl ac; SO ac Ll a4
() ) g) )Jimy (o Gpad)
Artinya: “Tidaklah dicatat dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun,
dari anak-anak hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia
waras.”

Pelaku zina Pertama, yaitu hukuman jilid, hukuman jilid adalah
dihad, yaitu hukuman yang ditetapkan, dan tidak boleh bagi hakim (qodli)
mengurangi atau menambahnya karena beberapa sebab. Ketika
gadis/perawan berzina maka dihukum jilid 100 kali jilidan Kedua dirajam
Ketiga, yaitu pengasingan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini,
menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad adalah pengasingan dari daerah
yang dijadikan untuk zina ke daerah lain. Sedangkan menurut Imam Malik
dan Abu Hanifah tahgrib adalah menahan. Zina merupakan perbuatan yang
mengharuskan bagi pelakunya dihad, dalam hal ini bersumber dari al-
Qur’an: Hal ini dapat dikatakan bahwa, wewenang al-Qur’an dapat

dinyatakan sebagai prinsip modern alternatif. Pada prinsipnya tidak ada
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otoritas Qur’an untuk menghapus hukuman, tetapi yang dapat dilakukan
adalah “membatasi” aplikasinya dalam praktik.

Tetapi ada problem lain yang berkenaan dengan sunnah sebagai
sumber hukum, bahwa hukum pelemparan batu sampai mati bagi pelaku
zina yang terikat pada perkawinan hanya didasarkan pada sunnah. Al-
Qur’an menentukan 100 had cambukan untuk zina tanpa mengaitkan status
perkawinan pelakunya. Penggunaan sunnah atau mendukung hukuman dari
penggunanya yang paling berat dalam kasus ini mungkin dibedakan dari
penggunaannya sebagai sumber hudud. Misalnya, karena zina merupakan
had berdasarkan al-Qur’an. Dan menurut logika syari’ah sebagai hukuman
keagamaan. Sekali al-Qur’an dan sunnah berkata jelas dan pasti maka orang
yang beriman tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh. Pencarian
pembenaran rasional mungkin membantu orang beriman memahahi
kebebasan dan alasan atauran-aturan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan
hudud sebagai bagian dari hukum pidana suatu negara Islam adalah tidak

terlepas dari keberadaan atau kuatnya pembenaran sosiologis dan penologis.



